
	
		
		    
			
			    
			
			
			    
			    
			    
			 
		    

		                     
				 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Register


			
			    
				
				    
					
					
					    
					

				    

				

			    

			

		    

		

	

	
    
	
	        	    
		    		Rangkuman Materi Hukum Pajak    	    

	    	    	Home 
	Rangkuman Materi Hukum Pajak


	

    




    
	
	    	    
		
		    
			
			    
				...			    

			        			    
    				Author: 
				    					Imuz				        			    

			    
			

			
			    

			     48 downloads
			     1170 Views
			        			     447KB Size
			    			

			
			     Report
			

		    

		    
			
			    
				 DOWNLOAD .PDF
			    

			

			
			    
				
				
				    
				
				
				
				    
				
				
				    
				
			    

			    
				

			    

			

		    

		    

		    

		    
		    

		

            

            
                
                    Recommend Documents

                

		
		    									    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Hukum+Pajak	    
	
	
	    Hukum+PajakDeskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Rangkuman materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Rangkuman materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Hukum+Pajak	    
	
	
	    Hukum+PajakFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		HUKUM PAJAK	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Hukum Pajak	    
	
	
	    Hukum Pajak

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		rangkuman materi	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Rangkuman Materi	    
	
	
	    Rangkuman materi UKA Sergur 2012

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		RANGKUMAN MATERI	    
	
	
	    RANGKUMAN MATERI BAHASA INDONESIA UN 2017Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		MAKALAH HUKUM PAJAK	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Hukum Pajak	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Pengantar Hukum Pajak	    
	
	
	    Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat...

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Buku Pembaruan Hukum Pajak	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		PPT MATERI PAJAK	    
	
	
	    Tentang pengertian pajakDeskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Materi Rangkuman Materi Seni Budaya	    
	
	
	    Materi Rangkuman Materi Seni Budaya

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Materi Brevet Pajak Unair	    
	
	
	    brevetFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		rangkuman Hukum Tata Negara	    
	
	
	    berisikan rangkuamn tentang hukum tata negaraFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Rangkuman Hukum Perbankan	    
	
	
	    hukum perbankan materiFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Rangkuman Hukum Waris Perdata.pdf	    
	
	
	    Berisi tentang aturan-aturan waris perdata beserta contoh soal Penghitungannya

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tugas Rangkuman Filsafat Hukum	    
	
	
	    classical positivism and Pure Theory of LawFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tugas Rangkuman Hukum Perdata	    
	
	
	    Tugas Rangkuman Hukum PerdataFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		rangkuman Hukum Tata Negara	    
	
	
	    berisikan rangkuamn tentang hukum tata negaraDeskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Rangkuman Hukum Tata Negara.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Rangkuman Hukum Harta Kekayaan	    
	
	
	    hukum harta kekayaan adalah merupakan bagian Hukum Perdata pada Buku II KUH PerdataFull description

	

    

    

    


					    		

            

        

        
	                	
		

		
		        		    
    			
			    				
			        			

    		    

		    		    
			
			    
								    				    RANGKUMAN MATERI HUKUM PAJAK  PENDAHULUAN



1. SEJARAH SINGKAT PEMUNGUTAN PAJAK  Sejarah pemungutan pajak mengalami peruahan dari masa ke masa sesuai dengan  perkembangan masyarakat dan Negara baik di d i bidang kenegaraan , social, dan ekonomi. Hanya pemberian rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga menjaga keamanan raja dari dari serangan serangan musuh dari luar , membuat membuat jalan untuk umum, umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan di Jawa pada abad XIX, juga melakukan hal semacam ini, tenaga rakyat ditarik sebagai pajak oleh raja dengan istilah kerja bhakti dan kadangkadang gotong royong. Di Negara Eropa, timbulnya timbulnya pajak permanent berbarengan berbarengan dengan pembentukan pembentukan tentara permanent, seperti perancis pada tahun 1944 dan Rusia 1926.



2. UNDANG-UNDANG PAJAK NASIONAL Lahirn Lahirnya ya undangundang-unda undang ng per pajaka pajakan n nasion nasional al merupak merupakan an salah salah satu satu factor  factor   pendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannya memiliki sejarah bagi Bangsa dan Negara. A. Undang-Undang Undang-Undang pajak nasion nasional al terdiri terdiri dari dari :



1. Undan Undangg-un undan dang g No. No. 6 Tahu Tahun n 1983 1983 di ubah ubah dua kalin kalinya ya , tera terakhi khirr undan undanggunda undang ng No. No. 16 Tahu Tahun n 2000 2000 tent tentan ang g Kete Ketent ntua uan n Umum Umum dan dan Tata Tata Cara Cara  perpajakan.



2. UndangUndang-und undang ang No. 7 Tahun 1983 1983 yang telah telah di ubah untuk untuk ketiga ketiga kalinya kalinya dan tera terakh khir ir undan undangg-un undan dang g No. No. 17 Tahu Tahun n 2000 2000 tent tentang ang PPh PPh ( paja pajak  k   penghasilan)



 3. UndangUndang-und undang ang No. 8 Tahun Tahun 1984 yang telah telah di ubah ubah untuk kedua kedua kaliny kalinyaa dan terakhir undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas berang mewah. Dala Dalam m kons konsid ider eran anss pert pertim imba banga ngan n dari dari undan undangg-un undan dang g pajak pajak nasi nasiona onall ini, ini, disimpulkan disimpulkan 3 tujuan tujuan yang ingin ingin di capai capai oleh pemeri pemerintah. ntah. Lewat Lewat undang-unda undang-undang ng ini, sebagai berikut : 1.



meningkatkan kan sum sumb ber pe pener nerimaan Ne Negara da dalam ra rangk ngka pe pembiayaan yang dewasa ini kian menigkat, dimana sumber penerimaan Negara yang paling utama adalah pajak.



2.



mengg engger erak akan an dan dan men meniingka ngkattkan kan par parttisip isipas asii sem semua ua lapis apisan an waj wajib paj pajak ak,, uang besar peranannya dalam peningkatan penerimaan Negara.



3.



penyeder derhanaa naan str struktur pa pajak yan yang ber berlaku ag agar mu mudah pel pelaksanaan dan penerimaan akan menjadi lebih adil dan merata.



Sebelu Sebelum m berlak berlakuny unyaa undangundang-unda undang ng pajak pajak nasion nasional al terdapa terdapatt 8 jenis jenis undangundangundang pajak yang berlaku : 1.



Ordonansi pajak perseroan 1925 Stb tahun 1925 No. 319 diubah menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1970



2.



Ordonansi pa pajak pen pendapatan 194 1944 Stb Stb tah tahunn 194 1944 No. No. 17 di di uba ubah menjadi Undang-undang Undang-undang No. 9 Tahun 1970



3.



Undang –undang No. 8 Tahun 1967 tentang penyempurnaan dan  perubahan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak  kekayaan 1932, dam pajak perseroan tentang perseroan terbatas 1925.



4.



Undang-u g-undan dang No No. 10 10 Ta Tahun 19 1970 te tentang pajak at atas bu bunga De Deviden dan Royalty



5.



Pasal 15 15 ke ke – 4 da dan ke ke – 5 da dan pa pasal 16 16 Un Undang-undang No No. 1 Tahun 1967 1967 tentan tentang g penanam penanaman an modal modal asing asing sebaga sebagaima imana na telah telah di ubah ubah dengan dengan undang-u undang-unda ndang ng No .11 Tahun Tahun 1970 tentan tentang g peruba perubaha ha dan tambahan undang-undang N0. 1 Tahun 1967.



 6.



Pasal 9, pasal 12 ke-4 dan ke-5 , pasal 13, pasal 14 undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang penanamanmodal dalam negeri.



7.



Undang-undang No. 35 Tahun 1953 (L.N 85 Tahun 1953) tentang  pemungutan pajak penjualan.



8.



Undang-undang No.2 Tahun 1968 tentang peninjauan perubahan Undang-undang pajak penjualan tahun 1951



Prinsip pemunguttan pajak menurut undang-undang pajak nasional ( yang terutang dari penjelasan undang-undang No. 16 Tahun 2000) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan : 1.



Bahwa pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak nasional merupakan perwujudan dan pengabdian dan peranan serta wajib pajak  untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan.



2.



Tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak  sendiri, pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian, dan  pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.



3.



wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar  sendiri pajak yang terutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan.



 SUMBER –SUMBER PENERIMAAN PAJAK 



A.



BUMI, AIR, DAN KEKAYAAN ALAM



Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 menentukan bumi, air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk  kemakmuran rakyat. Undang-undang pokok Agraria pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wilayah Republic Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.



B.



PAJAK-PAJAK BEA DAN CUKAI



Pajak –pajak Bea dan Cukai merupakan peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintah yang di haruskan oleh undang-undangg dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbul ( tegenprestatie) yang langsung dapat di tunjuk, untuk  membiayai pengeluaran-pengualaran Negara. Bea dibagi, dalam bea masuk dan bea keluar. Bea masuk ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang-barang yang dimasukan ke daerah Pabean dengan maksud untuk dipakai dan dikenakan bea menurut tarif tertentu, yang menyelenggarakannya di atur dan di tetapkan dengan undang-undang dan keputusan Menteri Keuangan. Bea keluar ialah bea yang di pungut dari jumlah harga barang-barang yang tertentu dikirim keluar daerah Indonesia dan dhitung berdasarkan tariff tertentu , hal mana diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Daerah Pabean adalah daerah yang mana di tentukan batas-batasnya oleh  pemerintah dan batas-batas itu digunakan untuk garis memungut bea-bea. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barng-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah di tetapkan masing-masing jenis barang tertentu.



C.



PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 



Menurut Undang-undang No. Tahun 1997 (pasal 2) yang termasuk penerimaan  Negara bukan pajak , yaitu : 1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yang terdiri dari :



 a. penerimaan jasa Giro  b. penerimaan sisa Anggaran Pembangunan dan sisa Anggaran Rutin.



2. penerimaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdiri dari :



a. Royalti di bidang Perikanan  b. Royalti Kehutanan c. Royalti Pertambangan,kecuali Migas karena diatur  oleh pajak Undang-undang Pajak Penghasilan. 3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolahan kekayaan Negara yang dipisahkan, yang terdiri dari : a. bagian laba pemerintah  b. hasil penjualan saham pemerintah c. deviden



4. penerimaan dari kegiatan pelayanan  pemerintah, yang terdiri dari : a.  b. c. d.



yang dilaksanakan



pelayanan pendidikan pelayanan kesehatan pelayanan hak paten, hak cipta, hak merk, pemberian visa, paspor , termasuk paspor haji.



5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan, yang terdiri dari : a. lelang barang  b. denda c. hasil rampasan yang di peroleh dari kejahatan



6. penerimaan berupa hibah, dalam negeri maupun luar negeri 7. penerimaa lainnya yang di atur dengan undang-undang tersendiri.
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D. HASIL PERUSAHAAN NEGARA



Undang-undang No. 9 Tahun 1969 menggolongkan perusahaan menjadi 3 golongan, yaitu PERSERO,PERUM, dan PERJAN. Ketiga bentuk perusahaan Negara tersebut adalah perusahaan Negara berstatus IBW ( Indonesiche Bedrijvenwt Stb 1927 No.419). untuk dapat di perstatuskan IBW maka perusahaan itu perlu ditunjuk dengan undang-undang atau ordonansi, umpamanya : 1. 2. 3. 4. 5.



perusahaan garam dan soda percetakan Negara jawatan penggadaian jawatan kereta api pos dan telekomunikasi



E. SUMBER-SUMBER LAIN Sumber-sumber lain dari penerimaan Negara adalah pinjaman Negara, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Pinjaman  jangka panjang adalah dilaksanakan dengan cara menerbitkan uang kertas berharga ( obligasi) berjangka waktu. Pinjaman jangka pendek dilaksanakan dengan cara  penerimaan Negara masuk ke kas Negara yaitu pembukaan uang oleh Bank Indonesia kepada pemerintah sebelum penerimaan Negara masuk ke kas Negara.



PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK 



A. PENGERTIAN PAJAK 



1. PENGERTIAN PAJAK  A. Prof. Dr. PJA Adriani Pajak adalah iuran pada Negara, yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang yang langsung di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara atau pemerintah.



 B. Prof. Dr. MJH .Smeeth Pajakl adalah prestasi pemerintah yag terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai  pengeluaran pemerintah. C. Dr. Soeparman Soemahamidjaya Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh  penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya  produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.



D. Prof. Dr. Rachmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang ( dapat dipaksakan) yang langsung dapat di tunjuk dan digunakan untuk  membiayai pembangunan.



PERBEDAAN PAJAK DENGAN RETRIBUSI



1. Pajak bersifat umum, berlaku bagi setiap orang yang akan memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak, sedangkan retribusi hanya berlaku bagi-bagi orang tertentu yang langsung ditunjuk. 2. pajak unsure paksaannya bersifat pidana dan administrasi, sedangkan retribusi  bersifat ekonomis. 3. pada pajak, tegenprestasinya bersifat tidak langsung, artinya meskipun kita  bayar pajak belum tentu bisa menikmati hasilnya.



B. DEFINISI HUKUM PAJAK  Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan –peraturan yang mengatur  hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai  pembayar pajak. Dengan kata lain pajak menerangkan tentang :



1. siapa-siapa wajib pajak ( subjek pajak) 2. objek-objek yang dikenakan pajak  3. kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah



 4. timbul dan hapusnya hutang pajak  5. cara penagihan pajak  6. cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak 



LANDASAN FILOSOFIS DAN ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 



A. LANDASAN FILOSOFIS PEMUNGUTAN PAJAK  Landasan filosofis pemungutan pajak berdasarkan atas pendekatan benefit approach atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan fundamental atas dasa filosofis yang membenarkan Negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan mendasarkan suatu falsafah oleh Karena Negara menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga Negara, maka Negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan.



B. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK  1. teori asuransi Teori ini berpendapat bahwa Negara dalam melaksakan tugas fungsinya, mencakup pula tugasnya perlindungan terhadap jiwa dan harta benda  perserongan. Oleh sebab itu Negara bekerja atau bertindak sebagai asuransi 2. teori kepentingan teori ini berpendapat bahwa pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan idividu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. 3. Teori kewajiban pajak mutlak ( teori pnegorbanan) Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organic kenegaraan (organische staatsleer) dan berpendirian bahwa tanap Negara individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam Negara. 4. Teori daya beli



 Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak, jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan POMPA, yaitu  pengambilan daya beli rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga  Negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyrakat atau untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



5. teori daya pikul teori ni mengatakan bahwa pemugutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak, tekanan semua pajak –pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan , juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. Teori ini di pengaruhi oleh bermacam-macam komponen, yaitu : 1. pendapatan 2. kekayaan 3. susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan factorfaktor yang mempengaruhi keadaaannya.



B.



ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK  Adam Smith (1723-1790) Membagi empat asas-asas pemungutan pajak, yaitu :



1. Equality ( persamaan ). Asas ini menekankan bahwa pada warga Negara atau wajib pajak tiap  Negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara,sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan-keunttungan yang mereka terima dibawah perlindungan Negara. 2. certainty ( asas kepastian) asas ini menekankan bahwa wajib pajak ,harus jelas dan pasti tentang waktu , jumlah, dan cara pembayaran pajak. Adanya asas ini mengandung asas kepastian hukum.



3. conveniency of payment ( asas menyenangkan )  pajak seharusnya dipungut waktu dengan cara menyenangkan bagi para wajib pajak.



yang paling



 4. low cost of collection ( asas efisiensi ) asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan kebutuhan anggaran belanja Negara.



W.J. De Langen menyebutkan 7 asas pokok perpajakan, yaitu : 1. asas kesamaan  bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama, tidak ada diskriminasi. 2. asas daya pikul asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban  pajak yang sama. Orang yang berpendapatan tinggi dikenakan pajak yang tinggi, begitu juga sebaliknya. 3. asas keuntungan istimewa  bahwa seseorang yng mendapatkan dikenakan pajak istimewa pula



keuntungan



istimewa hendaknya



4. asas manfaat  bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alas an bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang di sediakan oleh  pemerintah.



5. asas kesejahteraan  bahwa asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang  pada suatu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pihak lain menarik pungutan –pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut.



6. asas keringanan beban menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga  Negara , akan tetapi handaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekcilkecilnya. 7. asas keseimbangan menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin.



 Adolf Wagner mengemukakan 4 postulat atau asas terpenuhinya pajak ideal, yaitu



1. asas politik financial, yang meliputi : a. perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai,dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran Negara  b. pajak hendaknya bersifat dinamis, artinya penerimaan Negara dari  pajak diharapkan selalu meningkat mengingat keb utuhan penduduknya selalu meningkat baik secara kualitatif maupun kauntatif.



2. asas ekonomis  pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat. Apakah hanya dikenakan  pada pendapatan ataukan juga terhadap modal da n pengeluaran.



3. asas keadilan  pajak hendaknya bersifat umum atau universal. Artinya tidak boleh bersifat diskriminasi. Kesamaaan beban, artinya setiap orang yang hendaknya dikenakan beban  pajak kira-kira sama.



4. asas administrasi kepastian perpajakan, artinya bahwa dalam penggunaan pajak hendaknya melihat keadaan pemabayar pajak.



5. asas yuridis atau asas hukum --kejelasan undang-undang perpajakan --kata-kata dalam undang-undang hendaknya tidak bermakna ganda, tidak  menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.



SUBJEK PAJAK 



A. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPh) Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan yang menjadi subje pajak ialah : 1. orang pribadi



 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak  3. badan. Pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, dan BUMN maupun BUMD. 4. bentuk usaha tetap, adalah usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :



a.  b. c. d. e. f. g. h. i.  j. k.



tempat kedudukan manajemen cabang perusahaan kantor perwakilan gedung kantor  pabrik   bengkel pertambangan dan penggalian sumber daya alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk explorasi pertambangan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunanan, kehutanan. Proyek kontruksi instalasi atau proyek perakitan Orang atau badan berindak selaku agen yang kedu dukannay tidak bebas Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang didirikan dan tidak   berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asurasi atau menanggung resiko di Indonesia.



Subjek pajak terdiri atas ; 1. subjek pajak dalam negeri terdiri dari ; a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia  b. badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia c. warisan yang belum di bagi sebagai suatu kesatuan , yang menggantikan yang berhak. 2. subjek pajak luar negeri terdiri dari : a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia  b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan 1 2  bulan dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.



 Tidak termasuk subjek pajak, yaitu ; a. badan perwakilan asing  b. pejabat-pejabat diplomatic dan konsulat c. organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan



B. Subjek Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (PPN) Subjek pajak pertambahan nilai barang dan jasa sesuai dengan Undang-undang  No. 18 Tahun 2000 adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang atau badan dalam bentuk apa yang dalam lingkungan  perusahaan atau pekerjaanya : -



menghasilkan barang atau pegusahanya disebut pabrikan /produsen mengimpor barang, pengusahanya disebut exporter  melakukan usaha perdangan , pengusahanya disebut pedagang melakukan usaha jasa, pengusahanya disebut pengusaha jasa.



C, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Subjek pajak dari Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan, yang : -



memiliki , menguasai memperoleh manfaat atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan



OBJEK PAJAK 



A. Objek Pajak Penghasilan (PPh)



Undang-undang No 17 Tahun 2000 pengertian penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat di pergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak  tersebut. Penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. penghasilan dari pekerjaan, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas  b. penghasilan dari kegiatan usaha



 c. d. e.



penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal bergerak  penghasilan lain-lain keuntungan dari penjualan harta



tidak termasuk penghasilan adalah : a. bantuan atau sambungan, termasuk zakat yang oleh badan amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah  b. harta hibaan yang diterima oleh keluarga dalam garis lurus satu derajat c. warisan d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan , asuransi kecelakaan, asuransi  jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa f. dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, BUMN,BUMD, dari penyertaan modal pada  badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan  b. Bagi perseroan terbatas,BUMN,BUMD, yang menerima dividen , kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % dari jumlah modal sector dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiunan yang pendirinya telah diusahakan oleh Menteri Keuangan, baik yang di bayar oleh  pemberi kerja maupun pegawai h. penghasilan dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.



B. objek pajak pertambahan nilai barang dan jasa (Undang-undang No. 8 Tahun 2000 pasal 4) 1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha penyerahan barang yang di kenakan pajak  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; a. barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena  pajak   b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud c. penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean



 d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau  pekerjaannya. 2. impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun 3. penyerahan jasa pajak di dalam daerah pabean 4. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah  pabean di dalam daerah pabean 5. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daera  pabean 6. ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Ketentua pasal 1A Undang-undang No. 17 Tahun 2000 menegaskan, ya g termasuk dalam pengertia penyerahan barang kena pajak adalah : 1. penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian 2. pengalihan barang kena pajak karena perjanjian sewa-beli dan perjanjian leasing 3. penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang 4. pemakaian sendiri atau pemberian Cuma-Cuma atas barang kena pajak  5. persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak  untuk di perjualbelikan yang masih tersisa semula tidak untuk diperjual  belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang pajak   pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat di kreditkan 6. penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya 7. penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi.



Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena paja adalah : a. penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum perdata  b. penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang c. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya di mana  pengusaha kena pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak  terutang



C. pajak penjualan atas barang mewah  pajak barang mewah dikenakan sesuai dengan daya pikul wajib pajak yang mampu membeli barang mewah, dianggap wajib pajak dibebani pajak yang labih pajak  yang lebih besar.



 Pengenaan pajak hanya dilakukan pada waktu : 1. penyerahan ole pengusaha yang menghasilkan barang mewah atau pabrikan  barang mewah 2. impor barang mewah yang dilakukan oleh siapa pun. Yang tergolong barang mewah sesuai dengan undang-undang No. 18 Tahun 2000  pasal 5 yaitu ; 1. bahwa barang mewah tersebut bukan merupakan  barang kebutuha pokok  2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarajat tertentu 3. barang tersebut pada umumnya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi 4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status 5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman alcohol.



D. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah  permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya,termasuk perairan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap  pada tanah atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Penjelasan pasal 1 ayat 2 UU PBB menguraikan lebih lanjut bahwa yang termasuk pengertian bangunan adalah ; a.  b. c. d. e. f. g. h.



kolam renang pagar mewah tempat olah raga galangan kapal dermaga galangan kapal dermaga taman mewah kilang minyak dan pipa minyak  jalan tol



 UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA A. TIMBULNYA UTANG PAJAK  Timbulnya hutang pajak karena undang-undang yakni tatbestand yang dalam hukum  pajak disebut ajaran materil tentang timbulnya utang pajak. Sedangkan pendirian lain yang dikenal dengan ajaran formil , di mana para penganut ajaran ini berpendirian bahwa utang pajak itu timbul karena adanya Surat Ketetapan pajak oleh fiskus (inpeksi pajak). Dengan demikian meskipun suda dipenuhi adanya tatbestand, namun belum ada surat ketetapan pajak, maka ini berarti belum ada utang pajak.



Surat Ketetapan Pajak hanya di keluarkan dalam hal-hal berikut : 1. 2. 3.



apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah  pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar  apabila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan wajib pajak dalam waktu 3 bulan setelah tahu wajib pajak berakhir. apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana yang dimaksudkan dalam pasal 28 dan29 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 yaitu kewajiban bagi wajib pajak baik orang maupun badan yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia untuk mengadakan pembukuan yang dapat dijadikan bahan dalam penghintungan pajak.



B.SURAT KETETAPAN PAJAK  Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan besarnya  jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan  pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan besarnya jumlah pajak yang masih harus di bayar. Surat terutang pajak tersebut adalah : 1. pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak  ketiga 2. pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan dipotong oleh  pemberi kerja 3. pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan



C.



PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa pada Undang-undang  No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Diterbitkan  bahwa :



 1. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal  jatuh tempo pembayaran dan kepadanya tekah diterbitkan surat teguran 2. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 3. penanggung pajak tidak memiliki ketentuan sebagaimana ttercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran  pajak.



D. PENYITAAN



Penyitaan dapat dilakukan terhadap milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, termasuk yang penguasanya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tangunggan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu  berupa : 1. barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, deposito, giro, atau bentuk lain nya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya 2. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal.



FUNGSI PENAGIHAN PAJAK 



1. FUNGSI BUDGETER  Fungsi budgeter yaitu memasukkan barang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara. Pemangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia  pada kas Negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan Negara lewat tabungan  pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan.



2. FUNGSI REGULEREND Fungsi yang mengatur berarti pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi,sosila,cultural maupun dalam bidang  politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen.



 HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK 



A. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK  1. melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak. 2. mengambil sendiri blanko Surat Ketetapan Pemberitahuan (SPT) di tempattempat yang di tentukan oleh DIRJEN PAJAK. 3. wajib pajak wajib mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendir  surat pemberitahuan pajak kemudian mengembalikan surat pemberitahuan itu kepada Kantor inpeksi Pajak . 4. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan – pencatatan.



B. HAK-HAK WAJIB PAJAK  1. wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan. 2. wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan. 3. wajib pajak pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri surat  pemberitahuan (SPT). 4. wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dan pengangsuran  pembayaran pajak sesuai dengan kemampuanya. 5. wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pajak serta memperolehh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. 6. wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatan. 7. wajib pajak berhak mengajukann permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh DIRJEN Pajak. 8. wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan  pengenaan sanksi perpapajakn serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru. 9. wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan wajib pajak .



 PEMERIKSAAN DI BIDANG PAJAK  A. TUJUAN PEMERIKASAAN



Tujuan pemerikasaan adalah untuk memperoleh kesimpulan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak  tambahan.,surat pemberitaan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang diperiksa harus : 1. memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan beban wajib pajak  2. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaraan pemeriksaan 3. memberi keterangan yang diperlukan B. RUANG LINGKUP DA TATA CARA PEMERIKSAAN 1. RUANG LINNGKUP Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa berwenang : a. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, bukti-bukti pembukuan dan dokumen –dokumen pendukungnya lainnya.  b. Meminjam buku-buku, catatan-catatan, bukti-bukti pembukuan dan dokumen –dokumen pendukung lainnya sepanjang diperlukan c. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak  d. Memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang barang, yang dapat dijadikan  petunjuk tentang keadaan wajib pajak. e. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada hurf d apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan memasuki tempat yang dimaksud. f. Meminta keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak 



2. CARA PEMERIKSAAN 1. apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili wajib pajak  2. sebagai upaya pengamanan maka perlu sebelum pemeriksaan di tunda,  pemeriksaan dapat dilakukan penyegelan



 3. apabila pada saat dilanjutkannya pemeriksaan kembali setelah dilakukan  penundaan sebagaimana 4. dalam hal wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) Undang-undang No. 6 tahun 1983, ia harus menandatangi Surat Pernyataan Membantu Kelancaran Pemeriksaan. 5. dalam hal pewagai wajib pajak yang diminta mewakilinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran  pemeriksaan, harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan 6. dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) , pemeriksaan membuat beritaa acara tentang  penolakan tersebut yang ditandatangani oleh pemeriksa. 7. surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dan ayat (6) dapat di  jadikan dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak dengan penghitungan secara jabatan atau dilakukan penyelidikan.



PERADILAN PIDANA PAJAK  A. HUBUNGAN PAJAK DENGAN HUKUM PIDANA Pajak termasuk hukum public dan ini adalah sebagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan rakyat mengenai hak dan kewajiban. Hukum pajak dalam hubungannya dengan hukum perdata dapat terihat dalam  pasal 103 pidana yang berbunyi : ‘’ ketentuan dari delapan bab yag pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali kalau ada undang-undang (Wet) atau ordonansi menentukan peraturan lain’’. Ancaman tindak pidana pajak dapat dilihat dalam undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang tata cara perpajakan pada pasal 38,39,40 dan 41. tindak pidanadi  bidang pajak dapat dibedakan dalam : 1. pelanggaran 2. kejahatan



  pelanggaran ialah tindak pidana yang terjadi tidak denga sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kekhilapan karena tidak menyampaikan surat pemberi tahuan (SPT) atau tidak mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isi nya tidak benar atau tidak lengkap. Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, wajib pajak tahu  bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan unda ng-undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud upaya agar membayar pajak lebih ringa yang merugikan  Negara.
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